
PERLUASAN INSENTIF PAJAK 
PENGHASILAN PASAL 21 
DITANGGUNG PEMERINTAH

PMK 72 Tahun 2025

Untuk Pegawai Tertentu yang Memperoleh Penghasilan dari 

Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu di Sektor Pariwisata
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Latar Belakang

Pertumbuhan  

Ekonomi  

Berkelanjutan

ÅPer tum buhan ekonomi yang

berkelanjutan

ÅKesejahte raan
o Kemiskinan

o Pengangguran

o Kesenjangan

ÅPaket Kebijakan Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat 

Tahun 2025

PPh 21 DTP

Å Pemerintah terus berusaha menjaga pertumbuhan yang

berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesejahteraanmasyarakat.

Å Dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat,

Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun

2025.

Å Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal

21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja

pada bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK10/2025

Å Dalam rangka mempercepat pelaksanaanprogram-program pembangunan yang

mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan

Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP,

sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam

konferensi pers tanggal 12 September 2025.

Å Dalam Rakor Eselon I tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian,

diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di

sektor terkait pariwisata .
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PMK 72 

Tahun 2025

Subjek Pajak 

Penerima

Å Insentif PPh Pasal 21 (DTP) harus dibayarkan  secara tunai  oleh Pemberi Kerja pada 

saat pembayaran  penghasilan  kepada Pegawai tertentu , termasuk dalam hal Pemberi 

Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada 

Pegawai.

Å Pelaporan Insentif dilakukan melalui penyampaian  SPT Masa PPh Pasal 21 Masa 

Januari-Desember 2025.

Å Pemberi kerja yang tidak  melakukan  penyampaian  SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Jan-

Des 2025 dalam jangka waktu yang ditentukan  (31 Januari 2026), tidak  diberikan  

insentif  dari masa Januari-Desember 2025 dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib  

disetorkan  kembali .

Å Mekanisme  khusus untuk  PMK-72/ 2025: Pemberi kerja harus membuat dan 

menyampaikan kertas  kerja , membuat dan melaporkan bukti  pemotongan  tambahan  

atas bagian  DTP dan mengembalikan  kelebihan  pemotongan  PPh 21 Des dalam hal 

LB Masa Jan-Des 2025 lebih besar daripada PPh Pasal 21 DTP Okt ð Nov.

Bentuk  Fasilitas

Å PPh 21 Ditanggung  Pemerintah  (DTP) 

Å Jangka waktu

Å Industri alas kaki, tekstil  dan pakaian  jadi , furniture , kulit  dan barang  

dari  kulit  Č Januari -Desember  2025

Å Industri  Pariwisata  Č Oktober -Desember  2025

Mekanisme

Pegawai tertentu

Pegawai tetap

Pegawai tidak 

tetap

Bekerja pada pemberi kerja 

kriteria tertentu .

www.pajak.go.id

Pokok  Kebijakan   Insentif PPh 21 DTP



Pegawai  tertentu  yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria 

tertentu  meliputi  pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai Tetap Pegawai Tidak  Tetap

Memiliki  NPWP/NIK  yang diadministrasikan 

Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem 

administrasi DJP

Memiliki  NPWP/NIK  yang 

diadministrasikan Dukcapil dan 

terintegrasi dengan sistem administrasi 

DJP

Penghasilan bruto  tetap  dan teratur *)

pada masa Januari  2025 atau masa mulai  

bekerja  tahun 2025 tidak  lebih  dari  Rp10 

juta . 

*) gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan

teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis

yang bersifat tetap dan teratur, yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perusahaan dan/atau perjanjian

kontrak kerja

Å Upah rata -rata  sehari tidak  lebih  

dari  Rp500.000. Untuk upah yang 

dibayarkan secara harian/mingguan, 

satuan atau Borongan; atau

Å Dalam hal upah dibayar secara 

bulanan , tidak  lebih  dari  Rp10 juta .

Tidak  menerima  insentif  PPh Pasal 21 DTP 

berdasar peraturan perundang-undangan 

yang lain , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.

Tidak  menerima  insentif  PPh Pasal 21 

DTP berdasar peraturan perundang-

undangan yang lain , misalnya PPh Pasal 

21 DTP IKN.

1. Pemberi  Kerja dengan  kriteria  tertentu , yaitu pada 

bidang industri :

a. alas kaki;

b. tekstil dan pakaian jadi;

c. furnitur ;

d. kulit  dan barang dari kulit ; dan

e. pariwisata .

2. Memiliki  KLU (dalam basis data sistem administrasi 

perpajakan DJP) sesuai Lampiran PMK:

a. 56 KLU industri  alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, 

furniture, kulit  dan barang dari kulit ; dan

b. 77 KLU industri  pariwisata .

3. Wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP 

melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.
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Penerima  Insentif

Pemberi  Kerja dengan

Kriteria  Tertentu

Lampiran A.I

Lampiran A.II



1. PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu  yang memenuhi kriteria.

2. PPh Pasal 21 DTP diberikan atas seluruh  penghasilan  bruto  yang diterima 

pada:

a. Januari  s.d. Desember  2025 industri  alas kaki,  tekstil  dan pakaian  jadi , 

furniture,  kulit  dan barang  dari  kulit ;

b. Oktober  s.d. Desember  2025 industri  pariwisata .

3. Insentif harus dibayarkan  secara tunai  kepada  pegawai  yang berhak oleh  

pemberi  kerja , termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh 

Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

4. Dalam hal atas PPh Pasal 21 DTP menyebabkan lebih  bayar  maka atas lebih 

bayar:

a. Untuk industri  alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit  dan barang 

dari kulit  tidak  dapat  dikembalikan  dan tidak  dapat  dikompensasikan ;

b. Untuk  industri  pariwisata

dapat  dikembalikan  dan dapat  dikompensasikan  hanya atas bagian yang 

tidak ditanggung  pemerintah, yaitu bagi yang LB PPh Pasal 21 masa Jan-

Des 2025 lebih besar daripada PPh Pasal 21 DTP masa Okt-Nov 2025.

5. Pemberi  kerja  di  Industri  Pariwisata  membuat dan menyampaikan kertas  

kerja  penghitungan  dan membuat dan melaporkan bukti  pemotongan  

tambahan  atas bagian  yang  DTP untuk memperhitungkan  LB PPh Pasal 21 

Des Pegawainya  yang  dapat  dikompensasikan .
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Mekanisme  Pemberian

Insentif  PPh Pasal 21 DTP
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Kewajiban  Pemberi  Kerja

Pelaporan
1. Membayarkan  secara tunai  insentif PPh Pasal 21 DTP 

kepada pegawai yang berhak.

2. Membuat  bukti  pemotongan  PPh Pasal 21 dan 

menyampaikannya kepada pegawai yang berhak.

3. Melakukan  pelaporan  pemanfaatan  fasilitas melalui 

penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.

4. Membuat  dan melaporkan  bukti  pemotongan  tambahan  

atas bagian  yang  DTP dan mengembalikan  kelebihan  

pemotongan  PPh Pasal 21 Des 2025 bagi pegawai yang PPh 

Pasal 21 LB Jan-Des 2025 lebih  besar daripada PPh Pasal 21 

DTP Okt-Nov dan bekerja di  Industri  Pariwisata .

5. Membuat  dan menyampaikan kertas  kerja  penghitungan  LB 

yang dapat dikompensasikan jika terdapat pegawainya yang 

memiliki  PPh Pasal 21 LB masa Des 2025 dan bergerak di  

industri  pariwisata .

DJP berhak melakukan  pembinaan , penelitian , 

pengawasan , dan/ atau  pengujian  kepatuhan terhadap 

Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan.

1. Pemberi kerja wajib  melaporkan  pemanfaatan insentif 

PPh Pasal 21 DTP melalui  penyampaian SPT Masa PPh 

Pasal 21/ 26 Januari-Desember 2025 .*)

*) Nama-nama pegawai  yang  menerima  insentif  harus 

tercantum  dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa yang 

bersangkutan

2. Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan 

dilaksanakan paling  lambat  pada tanggal  31 Januari  

2026.

3. Dalam hal Pemberi kerja tidak  menyampaikan  laporan  

pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka insentif  

untuk 

a. industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit  dan 

barang dari kulit  masa Januari s.d. Desember 2025;

b. industri pariwisata masa Oktober s.d. Desember 2025,

tidak  diberikan  dan Pemberi Kerja yang bersangkutan 

wajib  menyetorkan  PPh Pasal 21 yang wajib dipotong  *)

*) Dalam hal terdapat 1 masa  atau  lebih  dimana Pemberi Kerja 

tidak  menyampaikan  laporan , maka atas seluruh  insentif  dari 

seluruh masa tidak  diberikan  



edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

www.pajak.go.id /unit -kerja

Hubungi unit kerja DJP di



www.pajak.go.id



Mekanisme Teknis Penerapan Insentif 
PPh Pasal 21 DTP Sektor Pariwisata

1. Contoh penghitungan  penerapan insentif

2. Contoh format kertas kerja dan bukti  pemotongan  

tambahan dan contoh pengisiannya

3. Tata cara pembuatan dan penyampaian Bupot dalam 

aplikasi Coretax
a. Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 

(pegawai tidak tetap); dan

b. Impor untuk BPMP (Bulanan) dan BPA1 (Masa Key-in untuk 

BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai 

tidak tetap).

4. Tata cara pembuatan dan penyampaian SPT PPh Pasal 21/26

5. Daftar KLU yang berhak memanfaatkan insentif

#KemenkeuTerpercaya
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I. Contoh  Penghitungan  

Penerapan Insentif



a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp92.500,00 per bulan pada bulan Oktober &  November 2025; dan

2. Rp56.500,00 pada bulan Desember 2025,

sehingga selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan F tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp7.400.000,00.

b. Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti  pemotongan  dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung  pemerintah.

Tuan F bekerja  sebagai pegawai  tetap  di  PT U (Hotel  Bintang/KLU  55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki  tanggungan (TK/0). 

Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh gaji  dan tunjangan  yang  bersifat  tetap  teratur  

sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh  juta  empat  ratus  ribu  rupiah)  per  bulan . Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima Tunjangan  Hari  Raya sebesar 1 

(satu) kali  gaji  dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

CONTOH VI. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA
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Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir  

(Desember  2025)

Bulan  

Penghasilan 

Bruto  
(Rp) 

Tarif 
Efektif 

Bulanan  
(A) 
(%) 

PPh 

Pasal 21  
(Rp) 

Penghasilan 

Setelah 
Pajak  
(Rp) 

PPh Pasal 
21 

Ditanggung 
Pemerintah 

(DTP) 
(Rp) 

Penghasilan 

setelah DTP  
(Rp) 

Januari  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Februari  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Maret  14.800.000  6,00%  888.000  13.912.000  - 13.912.000  

April  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Mei  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Juni  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Juli  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Agustus  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

September  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  - 7.307.500  

Oktober  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  92.500  7.400.000  

November  7.400.000  1,25%  92.500  7.307.500  92.500  7.400.000  

Desember  7.400.000   56.500  7.343.500  56.500  7.400.000  

Total  96.200.000   1.869.500  94.330.500  241.500  94.572.000  

 

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:  
 
Penghasilan bruto setahun     Rp 96.200.000,00  
Pengurangan:         

Biaya jabatan setahun       
 5% x Rp96.200.000,00    Rp 4.810.000,00    

        Rp 4.810.000,00  

Penghasilan neto setahun     Rp 91.390.000,00  
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun    
- untuk wajib pajak sendiri    Rp 54.000.000,00    

        Rp 54.000.000,00  

Penghasilan kena pajak setahun    Rp 37.390.000,00  
          
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun    
 5% X Rp 37.390.000,00   Rp 1.869.500,00    

 Rp 1.869.500,00  
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah 
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan 
November 2025  

Rp 1.813.000,00  

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus 
dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember 
2025  

Rp 56.500,00  

 

Keterangan :

www.pajak.go.id



a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp120.000,00 per bulan pada bulan Oktober &  November 2025; dan

2. lebih potong  Rp80.000,00 pada bulan Desember 2025 Č LB PPh 21 Desember < PPh Pasal 21 DTP sehingga kelebihan pemotongan  tersebut seluruhnya DTP.

dan selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan G tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp8.000.000,00.

b. Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti  pemotongan  dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung  pemerintah.

c. PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitungan  LB yang dapat dikembalikan kepada Tuan G.

Tuan G bekerja  sebagai pegawai  tetap  di  PT U (Hotel  Bintang/KLU  55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki  tanggungan (TK/0). 

Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh gaji  dan tunjangan  yang  bersifat  tetap  teratur  

sebesar Rp8.000.000,00 (delapan  juta  rupiah)  per  bulan . Pada bulan April 2025, Tuan G menerima  bonus  sebesar 1 (satu) kali  gaji  dan tunjangan , 

yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

CONTOH VII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA
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Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP
Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir  

(Desember  2025)

Keterangan :

Bulan  
Penghasilan 

Bruto  
(Rp) 

Tarif 

Efektif 
Bulanan  

(A)  
(%) 

PPh Pasal 
21  

(Rp) 

Penghasilan 

Setelah 
Pajak  
(Rp) 

PPh Pasal 
21 

Ditanggung 
Pemerintah 

(DTP) 
(Rp) 

Penghasilan 
setelah DTP  

(Rp) 

Januari  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Februari  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Maret  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

April  16.000.000  7,00%  1.120.000  14.880.000  - 14.880.000  

Mei  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Juni  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Juli  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Agustus  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

September  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  - 7.880.000  

Oktober  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  120.000  8.000.000  

November  8.000.000  1,50%  120.000  7.880.000  120.000  8.000.000  

Desember  8.000.000   (80.000)  8.000.000  - 8.000.000  

Total  104.000.000   2.240.000  101.680.000  240.000  101.920.000  

 

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 
2025:  
 
Penghasilan bruto setahun     Rp 104.000.000,00  
Pengurangan:         

Biaya jabatan setahun       
 5% x Rp104.000.000,00    Rp 5.200.000,00    

        Rp 5.200.000,00  

Penghasilan neto setahun     Rp 98.800.000,00  
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun    
- untuk wajib pajak sendiri    Rp 54.000.000,00    

        Rp 54.000.000,00  

Penghasilan kena pajak setahun    Rp 44.800.000,00  
          
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun    
 5% X Rp 44.800.000,00   Rp 2.240.000,00    

 Rp 2.240.000,00  
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah 
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan 
November 2025  

Rp 2.320.000,00  

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih 
dipotong/ditanggung pemerintah  

(Rp 80.000,00)  
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a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:

1. Rp112.500,00 per bulan pada bulan Oktober &  November 2025; dan

2. lebih potong  Rp1.425.000,00 pada Des 2025 Č LB yang dapat dikembalikan &  dikompensasikan ke masa berikutnya adalah LB PPh 21 Des > PPh 21 DTP yaitu sebesar Rp1.200.000,00

sehingga pada bulan Okt dan Nov Tuan H menerima penghasilan penuh sebesar Rp9.000.000,00 dan pada bulan Des menerima penghasilan termasuk pengembalian sebesar Rp10.200.000,00.

b. Untuk masa pajak Okt dan Nov, PT U membuat Bupot dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sedangkan pada Des tidak mencantumkan insentif tersebut atau tanpa fasilitas.

c. PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitungan  LB yang dapat dikembalikan dan dikompensikan kepada Tuan H.

Tuan H bekerja  sebagai pegawai  tetap  di  PT U (Hotel  Bintang/KLU  55110). Tuan H berstatus menikah dan memiliki  3 (tiga) tanggungan (K/3). 

Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh gaji  dan tunjangan  yang  bersifat  tetap  teratur  

sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan  juta  rupiah)  per  bulan . Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima bonus  sebesar 2 (dua)  kali  gaji  dan 

tunjangan , yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

CONTOH VIII . PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA
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Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP Penghitungan Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir  

(Desember  2025)

Keterangan :

Bulan  
Penghasilan 

Bruto  
(Rp) 

Tarif 

Efektif 
Bulanan  

(C)  
(%) 

PPh Pasal 
21  

(Rp) 

Penghasilan 

Setelah 
Pajak  
(Rp) 

PPh Pasal 21 
DTP/  

Pengembalian 
Kelebihan 

Pemotongan  
(Rp) 

Penghasilan 
setelah DTP/  

Pengembalian 
Kelebihan 

Pemotongan  
(Rp) 

Januari  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Februari  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Maret  27.000.000  10,00%  2.700.000  24.300.000  - 24.300.000  

April  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Mei  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Juni  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Juli  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Agustus  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

September  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  - 8.887.500  

Oktober  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  112.500  9.000.000  

November  9.000.000  1,25%  112.500  8.887.500  112.500  9.000.000  

Desember  9.000.000   (1.425.000)  9.000.000  1.200.000  10.200.000  

Total  126.000.000   2.400.000  122.175.000  1.425.000  123.600.000  

 

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:  
 
Penghasilan bruto setahun     Rp 126.000.000,00  
Pengurangan:         

Biaya jabatan setahun 5%       
 maksimal Rp6.000.000,00    Rp 6.000.000,00    

        Rp 6.000.000,00  

Penghasilan neto setahun     Rp 120.000.000,00  
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun    
- untuk wajib pajak sendiri    Rp 54.000.000,00    
- tambahan untuk menikah    Rp 4.500.000,00    

- 
tambahan untuk 3 

tanggungan  
  Rp 13.500.000,00    

        Rp 72.000.000,00  

Penghasilan kena pajak setahun    Rp 48.000.000,00  
          
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun    
 5% X Rp 48.000.000,00   Rp 2.400.000,00    

 Rp 2.400.000,00  
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah 
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan 
November 2025  

Rp 3.825.000,00  

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih 
dipotong/ditanggung pemerintah  

(Rp 1.425.000,00)  

 

www.pajak.go.id
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II. Contoh Format Kertas Kerja dan 

Bukti Pemotongan Tambahan 

Serta Contoh Pengisiannya



Contoh Format Kertas Kerja Penghitungan 15

No Nama Pegawai NPWP

Nomor Bukti 

Pemotongan 

BPA1

LB Masa Pajak 

Terakhir cfm. 

BPA1

PPh Pasal 21 DTP 

Masa Oktober 

dan/atau 

November 2025

Bagian LB PPh Pasal 

21 Masa Pajak 

Terakhir yang wajib 

Dikembalikan 

kepada Pegawai

Penghitungan 

BP21 

Tambahan

Keterangan 

Fasilitas BPA1 

(DTP/non -

DTP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya (10 )

Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11 )

www.pajak.go.id



Contoh Format Bukti Pemotongan  Tambahan
16
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Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tuan F tidak perlu diperhitungkan  dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPA1 Tuan F.

Melanjutkan contoh penghitungan  dalam nomor  vi, nomor  vii, dan nomor  viii, PT U harus membuat kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut .

CONTOH PENGISIAN KERTASKERJAPENGHITUNGAN

17

Rincian Pajak Penghasilan  Pasal 21 DTP Tiap Pegawai PT U

Pada Masa Desember 2025, PT U Membuat Kertas Kerja Perhitungan Sebagai Berikut

Keterangan :

No Nama  

Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa  

Oktober  November  
KB/(LB) 

Desember  

1 Tuan F  92.500  92.500  56.500  

2 Tuan G  120.000  120.000  (80.000)  

3 Tuan H  112.500  112.500  (1.425.000)  

 

No

(1)

Nama Pegawai

(2)

NPWP

(3)

Nomor Bukti 

Pemotongan 

BPA1

(4)

LB Masa Pajak 

Terakhir cfm. 

BPA1

(5)

PPh Pasal 21 DTP 

Masa Oktober 

dan/atau November 

2025

(6)

Bagian LB PPh Pasal 

21 Masa Pajak 

Terakhir yang wajib 

Dikembalikan 

kepada Pegawai

(7)

Penghitungan 

BP21 Tambahan

(8)

Keterangan 

Fasilitas BPA1 

(DTP/non -DTP)

(9)

1 Tuan G
(Diisi sesuai NPWP 

Tuan G)
No. Bupot 80.000 240.000 - - DTP

2 Tuan H
(Diisi sesuai NPWP 

Tuan H)
No. Bupot 1.425.000 225.000 1.200.000 225.000 Non-DTP

Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

(10)
1.200.000

Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah

(11)
225.000

www.pajak.go.id



Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja, PT U 

harus membuat  BP21 tambahan  atas bagian  yang  ditanggung  pemerintah  yaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Jumlah tersebut sesuai total  PPh Pasal 21 ditanggung  pemerintah  yang  diterima  seluruh  pegawai  PT U yang  memperoleh  pengembalian  

kelebihan  pembayaran . Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung  pemerintah. 

CONTOH PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN BP21 TAMBAHAN ATAS BAGIAN
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

18

Menggunakan NPWP, Nama 

dan NITKU Khusus

Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

Kode Objek Pajak dan Objek 

Pajak yang digunakan

Kode Objek Pajak dan Objek 

Pajak yang digunakan

Penghasilan Bruto, DPP, dan Tarif 0 

sedangkan PPh Dipotong  sesuai DTP yang 

tidak dikembalikan 

Bukti pemotongan  tambahan dibuat  secara kumulatif  

untuk seluruh pegawai yang LB-nya dikembalikan.

Keterangan :

www.pajak.go.id
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III. Tata Cara Pembuatan dan 

Penyampaian Bupot

dalam Aplikasi Coretax



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

20
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBukti 

Pemotongan Bulanan Pegawai 

Tetapó 

4. Pilih óCreate eBupot MPó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó

6. Submit

21
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
I. Bukti Pemotongan  Bulanan  Pegawai Tetap



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBukti 

Pemotongan Bulanan Pegawai 

Tetapó 

4. Pilih óCreate eBupot MPó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó

6. Submit

22
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
I. Bukti Pemotongan  Bulanan  Pegawai Tetap



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBukti 

Pemotongan Bulanan Pegawai 

Tetapó 

4. Pilih óCreate eBupot MPó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó

6. Submit
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
I. Bukti Pemotongan  Bulanan  Pegawai Tetap



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBP A1 ð

Bukti Pemotongan A1 Masa 

Pajak Terakhiró 

4. Pilih óCreate eBupot BPA1ó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó 

atauòTanpaFasilitasó

6. Submit

24
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
II. Bukti Pemotongan  A1 Masa Pajak Terakhir



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBP A1 ð

Bukti Pemotongan A1 Masa 

Pajak Terakhiró 

4. Pilih óCreate eBupot BPA1ó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó 

atauòTanpaFasilitasó

6. Submit

25
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
II. Bukti Pemotongan  A1 Masa Pajak Terakhir



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBP A1 ð

Bukti Pemotongan A1 Masa 

Pajak Terakhiró 

4. Pilih óCreate eBupot BPA1ó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòPPh

Ditanggung Pemerintah(DTP)ó

6. Submit

26
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
II. Bukti Pemotongan  A1 Masa Pajak Terakhir  Č LB Des < DTP PPh Okt -Nov



1. Login Coretax

2. Pilih menu òeBupotò

3. Untuk Bukti Potong bagi 

Pegawai Tetap, Pilih óBP A1 ð

Bukti Pemotongan A1 Masa 

Pajak Terakhiró 

4. Pilih óCreate eBupot BPA1ó

5. Isi data Bukti Potong dan 

memilih fasilitasòTanpa

Fasilitasó

6. Submit

27
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Pembuatan  Bukti Potong  Pegawai Tetap
II. Bukti Pemotongan  A1 Masa Pajak Terakhir  Č LB Des > DTP PPh Okt -Nov



PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
28
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1. Unduh converter excel ke XML untuk 

bupot BPMP pada laman 

https://www.pajak.go.id/en/node/112

031 

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi 

data fasilitas òDTPó, kemudian ekspor 

data menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu òeBupotò

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai 

Tetap, Pilih óBukti Pemotongan 

Bulanan Pegawai Tetapó 

6. Pilih óImpor Dataó kemudian pilih 

óBrowseó dan pilih file XML yang 

sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

diimpor kemudian pilih òTerbitkanó

https://www.pajak.go.id/en/node/112031
https://www.pajak.go.id/en/node/112031


1. Unduh converter excel ke XML untuk 

bupot BPMP pada laman

https://www.pajak.go.id/en/node/112

031 

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi 

data fasilitas òDTPó, kemudian ekspor 

data menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu òeBupotò

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai 

Tetap, Pilih óBukti Pemotongan 

Bulanan Pegawai Tetapó 

6. Pilih óImpor Dataó kemudian pilih 

óBrowseó dan pilih file XML yang 

sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

diimpor kemudian pilih òTerbitkanó
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PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

https://www.pajak.go.id/en/node/112031
https://www.pajak.go.id/en/node/112031


1. Unduh converter excel ke XML untuk 

bupot BPMP pada laman 

https://www.pajak.go.id/en/node/112

031 

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi 

data fasilitas òDTPó, kemudian ekspor 

data menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu òeBupotò

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai 

Tetap, Pilih óBukti Pemotongan 

Bulanan Pegawai Tetapó 

6. Pilih óImpor Dataó kemudian pilih 

óBrowseó dan pilih file XML yang 

sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

diimpor kemudian pilih òTerbitkanó
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PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

https://www.pajak.go.id/en/node/112031
https://www.pajak.go.id/en/node/112031


1. Unduh converter excel ke XML untuk 

bupot BPMP pada laman 

https://www.pajak.go.id/en/node/112

031 

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi 

data fasilitas òDTPó, kemudian ekspor 

data menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu òeBupotò

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai 

Tetap, Pilih óBukti Pemotongan 

Bulanan Pegawai Tetapó 

6. Pilih óImpor Dataó kemudian pilih 

óBrowseó dan pilih file XML yang 

sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil

diimpor kemudian pilih òTerbitkanó
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PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

https://www.pajak.go.id/en/node/112031
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